
Pajak Bumi dan Bangunan
No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Identitas Diri

2. Surat Permohonan Wajib Pajak

3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

5. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

6. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

7. Bukti Penerimaan Surat ( BPS )

Sistem, Mekanisme dan Prosedur
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1. wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan PBB ke Badan Pendapatan Daerah.

2. Petugas Pelayanan PBB menerima permohonan keberatan kemudian meneliti kelengkapan 

persyaratan. Dalam hal ini berkas permohonan keberatan belum lengkap, berkas permohonan 

keberatan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan 

keberatan sudah lengkap, Petugas Pos PBB akan mencetak Bukti Setoran (BPS) dan Lembar 

Pengawasan Arus Dokumen(LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan 

digabungkan dengan berkas permohonan keberatan, dan kemudian diteruskan ke Kepala Seksi 

Pembetulan dan Keberatan Pajak untuk diteruskan kepeda Kepala Bidang Pendataan dan Verifikasi.

3. Kepala Seksi Pembetulan dan Keberatan Pajak menyampaikan Berkas pemohonan beserta uraian 

penelitian Kepada Kepala Badan pendapatan Daerah cq Kepala Bidang Pendataan dan Verifikasi.

4. Kepala Bidang Pendataan dan Verifikasi mendisposisi kepada Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan 

Dokumen Pajak untuk membuat uraian penelitian dan membuat Konsep Surat Keputusan pelayanan 

Keberatan.

5. Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan menugaskan Peneliti/Pelaksana untuk meneliti dan membuat 

Konsep Surat Keputusan Peneyelsaian Keberatan dan Meneruskan kepada Kepala Bidang Pendataan 

dan Verifikasi.

6. Kepala Bidang Pendataan dan Verifikasi meneliti dan meneruskan Konsep Surat Keputusan 

Penyelesaian Keberatan Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

7. Kepala Badan pendapatan Daerah meneliti dan meneruskan Konsep Surat Keputusan Penyelesaian 

Keberatan kepada Bupati Konawe Selatan.

8. Bupati Konawe Selatan/Sekda/Kepala Badan Pendapatan Daerah meneyetujui dan Menandatangani 

Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan.

9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Meneruskan Surat Keputusan dan/atau SPPT/SKPD?STPD ke kepala 

Seksi Penetapan dan Penerbitan Dokumen Pajak untuk ditatausahakan dan dikirim kepelayanan PBB.

10. Petugas Pelayanan PBB menyampaikan Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan Kepada Wajib Pajak 

dengan menggunakan tanda terima.

11. Proses Selesai.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif
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Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan

Pengaduan Layanan

Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 

Andoolo 93811 

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Badan Pendapatan Daerah

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 17 May 2024 pukul 16:31. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8024020/pemerintah-kab-konawe-selatan/pajak-bumi-dan-bangunan

